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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Mengacu pada hasil analisis dengan informan, maka penulis menarik
kesimpulan Analisiis Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap
Pemberdayaan Masyarakat di Desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria
Kabupaten Ende sudah cukup baik dilaksanakan, yang dapat diukur dari beberapa
aspek sebagai berikut:
1. Aspek Bidang Penyelanggaraan Pemerintahan Desa
Penyelanggaraan pemerintahan desa di desa Fataatu Timur Kecamatan
Wewaria Kabupaten Ende, berkaitan dengan ADD yang bersumber dari
APBD, yang digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai, operasional
perkantoran, belanja modal, operasional BPD dan operasional RT/RW.
Para apratur desa dalam lingkup pemerintahan desa Fataatu Timur sudah
bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dalam
artian berjalan sesuai dengan prosedur maupun regulasi yang ada.
2. Aspek Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksnaan pembangunan di desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria
Kabupaten Ende sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.
Pembangunan infrastruktur dikerjakan melalui tahapan-tahapan yang ada
yakni mulai dari musrengbang dusun sampai ke musrengbang desa
sehingga proses pembangunan yang berjalan di desa sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.
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3. Aspek Pembinaan Masyarakat
Pembinaan masyarakat di Desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria
Kabupaten Ende sudah dijalani sesuai kebutuhan masyarakat. Program
pembinaa masyarakat yang berupa operasional LPM/LKMD, operasional
linmas dan operasional tim PKK

4. Aspek Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat desa, di desa Fataatu Timur Kecamatan
Wewaria Kabupaten Ende sudah dilakukan. Program pemberdayaan
berupa pelatihan tim perumusan RPJMDes, pelatihan terhadap aparat desa,
pelatihan kelompok tani, operasional guru PAUD, dan pelatihan
fermentasi sambung pucuk kakao.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian seperti yang sudah diuraikan pada poin-poin diatas,

maka penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1.

2.

Aspek Penyelanggaraan Pemerintahan Desa

Perlu adanya peningkatan penyelanggaraan pemerintahan desa di desa
Fataatu Timur Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende, sehingga bisa
dijadikan sebagai desa contoh bagi desa yang lain yang belum maju
maupun desa yang baru saja dimekarkan.

Aspek Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksnaan pembangunan di desa Fataatu Timur Kecamatan Wewaria
Kabupaten Ende sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada oleh

karena itu semua jenis pekerjaan atau item kegiatan yang dilakukan oleh
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pemerintah desa harus dicantumkan dipapan informasi, agar setiap
masyarakat mengetahui total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
satu item pekerjaan.

. Aspek Pembinaan Masyarakat

menunjukan bahwa Pembinaan masyarakat di Desa Fataatu Timur
Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende sudah dijalani sesuai kebutuhan
masyarakat. Untuk memperkuat kapasitas kader, maka alokasi dana desa
yang bersumber dari APBD sebagian dialokasikan untuk biaya pelatihan
dan pendampingan operasional LKMD, PKK dan operasiona linmas yaang
ada

. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa, di desa Fataatu Timur Kecamatan
Wewaria Kabupaten Ende sudah dilakukan. Oleh karena itu perlu
peningkatan program pemberdayaan pemerintah desa, dan pemerintah
harus melakukan kontrol atau pengawasan secara terus menerus terhadap

kegiatan yang telah dijalankan.
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